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Hal 1 dari 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Organisasi                    

:

:

2.10. - PENANAMAN MODAL

2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program : 2.10.2.10.01.00.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : 2.10.2.10.01.00.15.17. - Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan

Lokasi Kegiatan : -

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 210.000.000,00 ( Dua ratus sepuluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Nilai Persetujuan/Rencana Investasi PMA dan PMDN Rp. 10,6 Triliun

Masukan Jumlah Dana Rp 210.000.000,00

Keluaran Persentase Rekomendasi Hasil Forum yang ditindaklanjuti 1 Dokumen

Nilai Persetujuan/Rencana Investasi PMA dan PMDN Rp. 10,6 TriliunHasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Investor dan calon investor non PMA/PMDN dan PMA/PMDN Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x  5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah

 210.000.000,00 5. BELANJA

 210.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

 210.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

 30.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

 30.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Paket  2.000.000,00  2.000.000,00    ATK Kegiatan Forum Investasi KI Jorong dan 

Batulicin

 1,00 

Paket  100.000,00  10.000.000,00    Seminar Kit  100,00 

OK  180.000,00  18.000.000,00    Souvenir  100,00 

 90.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

 1.000.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

Buah  500.000,00  1.000.000,00    Spanduk  2,00 

 24.000.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

OJ  2.500.000,00  20.000.000,00    Honorarium Narasumber, 4 orang, 2 jam  8,00 

OJ  1.000.000,00  4.000.000,00    Moderator  4,00 

 65.000.000,00 5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga

Paket  65.000.000,00  65.000.000,00    Jasa Pelaksanaan Kegiatan; Fullday 100 

orang, 1x makan, 2x snack

 1,00 

 7.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

 7.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Eks  55.000,00  5.500.000,00    Penggandaan Materi Kegiatan Forum KI 

Batulicin Jorong

 100,00 

Eks  75.000,00  1.500.000,00    Penggandaan Hasil/Laporan Kegiatan Forum 

KI Batulicin Jorong

 20,00 

 83.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

 9.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

-  8.850.000,00    Dalam rangka koordinasi/konsultasi persiapan 

pelaksanaan kegiatan forum KI ke Kab. Tanah 

Bumbu, 3 hari, 1 kali

Kali  2.500.000,00  2.500.000,00    Eselon III, 1 orang x 3 hari x 1 kali  1,00 

Kali  2.350.000,00  2.350.000,00    Eselon IV, 1 orang x 3 hari x 1 kali  1,00 

Kali  2.000.000,00  4.000.000,00    Pelaksana, 2 orang x 3 hari x 1 kali  2,00 

-  1.050.000,00    Ke Kab. Tanah Laut, 1 hari, 1 kali

Kali  300.000,00  300.000,00    Eselon III, 1 orang x 1 hari x 1 kali  1,00 

Kali  250.000,00  250.000,00    Eselon IV, 1 orang x 1 hari x 1 kali  1,00 

Kali  250.000,00  500.000,00    Pelaksana, 2 orang x 1 hari x 1 kali  2,00 

 73.100.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

-  73.100.000,00    Dalam rangka koordinasi/konsultasi ke BKPM 

RI
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21 3 4 5 6 = (3 x  5)

Kali  10.800.000,00  21.600.000,00 5.2.2.15.02.    Eselon II  2,00 

Kali  9.200.000,00  18.400.000,00    Eselon III  2,00 

Kali  8.500.000,00  25.500.000,00    Eselon IV  3,00 

Kali  7.600.000,00  7.600.000,00    Pelaksana  1,00 

Jumlah  210.000.000,00 

NIP. 19620513 198903  1 011

Banjarbaru, 30 Oktober 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Ir. H. NAFARIN, M.P

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.

2.

Dst

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




